BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyidik PPNS Kehutanan telah berperan dalam melaksanakan tugasnya
sebagai Penyidik dengan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak
pidana pembalakan liar (illegal logging) berdasarkan Undang-Undang
No 18 tahun 2013, namun peranannya belum cukup optimal

2. Belum cukup optimalnya peranan Penyidik PPNS Kehutanan,
dikarenakan dalam proses penyidikannya Penyidik PPNS Kehutanan
sering mengalami hambatan-hambatan yang menghambat proses
penyidikan, yaitu: minimnya Penyidik PPNS Kehutanan, sulitnya
mencari saksi dari masyarakat dan minimnya pendanaan yaitu dana
oprasional.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah Dinas Kehutanan untuk lebih mengoptimalkan
peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana
pembalakan liar (illegal logging) dengan menambah jumlah Penyidik
PPNS Kehutanan,dan menambah anggaran biaya operasional serta giat
mencari saksi dari masyarakat

2. Penyidik PPNS Kehutanan diharapkan untuk segera dapat mengatasi
hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan sehingga proses
penyidikannya tetap diproses secara professional agar para pelaku tidak

terhindar dari jeratan hukum yang ada.
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